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KATA PENGANTAR

Indonesia yang negeri yang melimpah akan sumber daya
alam, termasuk dalam bidang perkebunan. Pemanfaatan
perkebunan sudah dilakukan sejak zaman sebelum negara ini
merdeka oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Setelah mereka
pemerintah Indonesia melakukan penataan dalam bidang
perkebunan untuk memaksimal potensi yang ada bagi
kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara.

Berlaku UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga
merubah bidang UU Perkebunan. UU Cipta Kerja telah merubah
beberapa ketentuan norma dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan, sehingga secara hukum berdampak pada peraturan
di bidang perkebunan, di dalamnya pada perizinan berusaha sub
sektor perkebunan.

UU Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan
jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan menggunakan
pendekatan berbasis resiko dan skala usaha. Ini sebagai solusi
penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan
aplikasi sistem OSS (Online Single Sismission), yang merupakan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Proses perizinan berusaha berbasis resiko bidang
perkebunan, ini akan memangkas sejumlah perizinan berusaha,
menerapkan konsep kemudahan berusaha dan memberikan
perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Di
sisi lain ada penguatan pada aspek pengawasan, sehingga pelaku
usaha dalam melalukan usahnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Perubahan itu, secara hukum memberi akibat hukum dalam
pengaturan hukum perkebunan, dan secara tidak langsung akan



menyesuaikan terhadap regulasi di bawah dan pelaksanaanya
pada sektor perkebunan.

Hukum perkebunan adalah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara pelaku perkebunan dan perkebun serta
pemerintah dalam bidang perkebunan. Usaha perkebunan diawali
dengan perencanaan, pembenihan, budidaya perkebunan, izin
usaha perkebunan, pengelolaan dan penyelenggaran perkebunan,
pengembangan dan pemberdayaan perkebunan, dan penegakan
hukum di bidang perkebunan.

Pada prakteknya banyak terjadi Kkonflik, baik pada
penggunaan tanah/lahan, tanah masyarakat hukum adat, izin
usaha perkebunan yang tumpang tindih, maupun konflik sosial
dengan masyarakat sekitar. Selain itu masalah pencemaran,
perusakan lingkungan, organisasi pengganggu tumbuhan, dan
masalah aspek lingkungan, ada pemilikan perusahaan, merger,
kontrak, perjanjian Kkemitraan, dan sebagainya. Cakupan
perkebunan begitu luas, semua aspek, baik sosial, politik, sejarah,
hukum, budaya, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

Keterbatasan literatur dalam hukum perkebunan, memberi
semangat dalam menulis buku ajar perkebunan sebagai langkah
awal pemahaman atas hukum perkebunan. Kebun dan
perkebunan, sudah terbiasa dengan istilah itu sejak Kkecil.
Perkebunan dimaknai sangat sederhana, pada tanaman, pohon,
dan jenis usaha perkebunan.

Prakteknya belajar hukum perkebunan, seperti membuka
ruang-ruang tidak terbatas yang melampau pemahaman Kita.
Hukum perkebunan itu saling terkait dan bersinggungan dengan
berbagai ilmu dalam bidang hukum. Membedah UU No. 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan, jo UU Cipta Kerja, seakan kita temukan
banyak cabang-cabang ilmu hukum, yang kompleksitas dalam
memahami hukum perkebunan.
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Buku ajar hukum perkebunan pasca cipta kerja, merupakan
buku lanjutan terhadap perubahan peraturan perundang-
undangan, yang merubah tata cara perizinan berusaha di bidang
perkebunan dengan perizinan berusaha 0SS berbasis resiko.

Buku ajar ini, hadir untuk memberi pemahaman yang
mendalam terkait hukum perkebunan dari semua aspek hukum
sebagai literasi dan pengkayaan ilmu bidang perkebunan. Buku
ajar ini tidak sempurna, banyak kelemahan sana sini, belum
lengkap, dan update dengan peraturan perundang-undangan.

Belajar sejarah perkebunan, kita dipertontonkan awal
penjajahan, penindasan, dan penguasaan suatu atas sumber daya
alam. Izin usaha perkebunan, ditangan pejabat tanpa kemulyaan
mengobral izin, membabat hutan dengan dalih alihfungsi lahan,
kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan kebakaran hutan ada
setiap tahun. Pada titik ini, kita menyadari tata kelola perkebunan,
harus dipegang yang punya amanah, ilmu kemuliyaan, dan
orientasi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga hak
generasi yang akan datang.

Semoga buku ini bermanfaat, dan memberi wawasan bagi
pembacanya. Tiada gading yang retak, dan tidak ada yang
sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan YMH. Segala
kritik dan saran dalam penyempurnaan buku ajar menjadi berkah
bagi penulis. Buku ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral
atas keilmuan dan Kkapasitas ilmu penulis bidang hukum
lingkungan.

Sepenggal ucapan terima kasih kepada orang tua, bapak dan
ibu (Yasitin dan Ja’es) yang telah kembali kealam keabdian tahun
kemarin, dan belahan jiwa saya suami tercinta (Evans Sofanus)
dalam suka dan duka, dalam kegembiraan, kegelisahan saya,
memberi pencerahan, dan ketenangan dalam jiwa ini, untuk
menghasilkan karya. Semua karena doa dan motivasi yang tiada
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henti. Makasih atas semuanya cinta, kasih, dan ketulusannya V.
Terima kasih buat kolega, teman, sahabat saya Ine Ventyrina, S.H,,
M.H atas perdebatan, share, ide, gagasan dan mimpi-mimpi kami
sebagai dosen untuk menjadi produktif, dan terus berkarya tanpa
lelah.

Buku yang baik adalah buku yang selesai dan terbit, semoga
ini memberi harapan, pencerahan bagi pembacanya. Tiada
kehilangan, dan kesepian yang lebih menyakitkan dikala kita
tinggalkan orangtua kami berdua secara tiba-tiba, Tuhan punya
takdir, sebagai umatNYA, kadang hamba lalai, dan sulit menerima
kenyataan takdir. [lmu Iklas Penyembuhnya.

Samarinda, 1 Mei 2023
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BABI

PERKEBUNAN DAN HUKUM PERKEBUNAN

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan Perkebunan dan Hukum Perkebunan,
Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan, Konsep Dasar Hukum Perkebunan,
Asas-asas Penyelenggaraan Perkebunan, Ruang Lingkup Hukum

Perkebunan.

A. Perkebunan dan Hukum Perkebunan
S ejarah Indonesia yang berkaitan dengan sektor perkebunan,
dalam perkembangannya tidak terlepas dari sistem
kolonialisme, kapitalisme dan modernisasi. Pada konstruksi sistem
perkebunan di Indonesia saat itu, mengenal sistem kebun sebagai
sistem perekonomian tradisional. Konstruksi sistem kebun yang ada
dijadikan sebagai pelengkap dalam kegiatan pertanian pokok,
dengan ciri khas pertanian masyarakat agraris pra kolonial atau pra
industrial sebagai sub sistem.

Sistem perkebunan barat berbeda dengan sistem perkebunan
pada pertanian tradisional. Sistem perkebunan barat diwujudkan
dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat
padat modal, penggunaan lahan luas, organisasi tenaga kerja besar,
pembagian Kerja rinci, menggunakan tenaga kerja upahan, struktur
hubungan kerja yang rapi dan tertata, serta menggunakan teknologi
modern (sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman
tanaman (investasi) untuk pasaran dunia).

Perkebunan memberi dampak positif dan negatif dalam
sistem perkebunan nasional. Perkebunan menjadi penghubung
masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia, memberi keuntungan
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finansial yang besar, dan kesempatan kerja. Pembangunan
perkebunan  direncanakan  disesuaikan  dengan  sistem
pembangunan nasional.

Dampak negatif perkebunan, pada zaman kolonial
memunculkan penindasan, kemiskinan dan menciptakan sifat
dualistis perekonomian moderan dan tradisional yang sub sistem.
Selain itu menimbulkan konflik sosial terhadap penggunan lahan,
alih fungsi lahan dari kehutanan ke perkebunan, serta menimbulkan
kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Sejarah panjang bangsa Indonesia, dapat ditelusuri dari awal
perkebunan yang mempunyai dimensi komunitas, perdagangan,
industri dan areal perkebunan itu sendiri. Proses panjang ini tidak
terlepas dari aktivitas penjualan rempah-rempah. Rempah-rempah
menjadi barang perdagangan yang mahal di dunia dalam beberapa
abad sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa datang melakukan
perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara.

Banyak rempah-rempah yang ada di bumi Indonesia, menjadi
rebutan bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Belanda. Bangsa
Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah baik di Jawa,
Makasar, dan Maluku. Dari monopoli, menguasai, dan akhirnya
menjajah bangsa Indonesia atas rempah-rempah yan berlimpah.

Pada abad ke-18 bangsa Belanda merubah strategi
perdagangan tanaman pertanian lain yang bukan tergolong rempah-
rempah, seperti: tembakau, kopi, dan tebu, tanaman perkebunan
kina, teh, karet, dan kelapa sawit. Upaya ini dilakukan untuk dapat
bersaing dalam perdagangan rempah-rempah dari Portugis dan
Inggris.

Peralihan perdagangan ke tanaman pertanian, telah
menjadikan perkebunan berskala besar, dengan menghasilkan
keuntungan besar, namun dengan hitungan buruh dengan upah
rendah dan lahan harga murah. Pemerintah Hindia Belanda

2



BAB VII
UU CIPTA KERJA DAN PERIZINAN BERUSAHA 0SS
BERBASIS RESIKO SEKTOR PERKEBUNAN

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan

Pengaturan Sektor Perkebunan di UU Cipta Kerja, Akibat Hukum

Pemberlakuan UU Cipta Kerja di Sektor Perkebunan, Regulasi
Pelaksanaan pada Sektor Perkebunan

A. Pengaturan Sektor Perkebunan Di UU Cipta Kerja
P erubahan pengaturan peraturan perundang-undangan dengan

pradigma omnibuslaw, melahirkan UU No. 11 Tahun 2020
tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang saat ini
sudah diterbitkan, dan dicabut menjadi PERPU No.2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.

UU Cipta merubah UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, selain itu mencabut
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Pajak Perusahaan, Stb
Tahun 1926 No.226 Junto Stb 1940 tentang UU tentang Gangguan
(hinderordonnantie), dan mengubah 85 (delapan puluh lima) aturan
perundang-undangan menjadi satu dalam Cipta Kerja. Pada
perkembangan UU Cipta Kerja telah diuji materi di Mahkamah
Konstitusi, dengan dikeluarkan Putusan MK No.91/PUU-
XVIII/2020, yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional
Bersyarat. Implikasi hukumnya UU Cipta Kerja, selama 2 (dua)
tahun harus diperbaiki dalam aspek prosudur pembuatan peraturan
perundang-undangan oleh DPR, adan apabila tidak dilakukan maka
UU Cipta Kerja dibatalkan. Sebelum 2 (dua) tahun proses perbaikan
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secara prosedur, sudah dirubah dikeluarkan PERPU No.2 Tahun
2022.

Lahir UU Cipta Kerja memberi perubahan dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, ada pro dan kontrak
dengan sistem omnisbuslaw saat diundangkan. Untuk sektor
perkebunan ada perubahan yang signifikan dalam pengaturan
perizinan berusaha OSS.

Pasca UU Cipta Kerja sistem perizinan OSS berbasis resiko
diterapkan, termasuk pada sub sektor perkebunan. Perizinan 0SS
berbasis resiko pada sektor perkebunan, memberi akibat hukum
terhadap UU Perkebunan saat ini. Untuk sektor perkebunan, dalam
perizinan menyesuaikan perizinan berusaha OSS berbasis resiko.

Dalam UU Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme
penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia dengan
mempergunakan pendekatan berbasis resiko sebagai solusi
penyederhanaan proses perizinan dengan menggunakan sistem 0SS
(Online Single Submission), yang merupakan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik, termasuk sektor perkebunan.

Sektor perkebunan, dalam penyederhanaan perizinan
berusaha OSS berbasis resiko, hal ini terkait dalam melakukan
kegiatan usaha yang berbasis pada tingkat resiko dan skala usaha.
Ada 4 (empat) skala usaha resiko dalam sektor perkebunan yaitu
mikro, kecil, menengah, dan besar. 4 (empat) skala usaha
perkebunan itu, masuk dalam 3 (tiga) kategori untuk perizinan
secara eksplisit diatur. Hal ini dimaknai adanya perubahan bahwa
pemerintah tidak dapat mengatur segala sesuatu secara ex-ante
yaitu pendekatan secara asumsi, melainkan difokuskan pada
kegiatan usaha ke depan dengan resiko tinggi berdasarkan pada
konsep trust and verity.

Usaha perkebunan berkembang pesat, yang utama Kkepala
sawit. Perkebunan kelapa sawit ini, kegiatan usaha ke depan terkait
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